
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.219, 2017 BNN. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga 

Rehabilitasi Sosial.  
 

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN  

LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BAGI 

PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf d Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan 

Narkotika Nasional memiliki tugas meningkatkan 

kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat; 

  b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan 

Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau 

Rehabilitasi Sosial yang Diselenggarakan Oleh 

Pemerintah/Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat 

sudah tidak sesuai dengan kondisi operasional di 

lapangan sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata 

Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi 
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Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5211); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan 

Narkotika Nasional; 

  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 

tentang Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 825); 
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  8.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang 

Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban 

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 

Lainnya; 

  9.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang 

Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218); 

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

352); 

  11.  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka 

dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga 

Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 844); 

  12.  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2085); 

 13.  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika 

Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan 

Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Badan Narkotika 

Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan 

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 778); 

  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan 

Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan 
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Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146); 

  15.  Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan BNN 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

66); dan 

16.  Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 

11/HUK/2012 tentang Penunjukan Lembaga Rehabilitasi 

Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Sebagai Institusi 

Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bagi Korban 

Penyalahgunaan NAPZA; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL 

 TENTANG  TATA CARA PENINGKATAN KEMAMPUAN 

 LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN LEMBAGA 

 REHABILITASI SOSIAL BAGI PECANDU DAN KORBAN   

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud  dengan:  

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

2. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan terapi 

secara terpadu untuk membebaskan Pecandu Narkotika 

dari ketergantungan Narkotika. 

3. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan 

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar bekas (mantan) pecandu Narkotika dapat 
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kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

4. Pascarehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang 

merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk 

pendampingan, peningkatan keterampilan, dan 

dukungan produktifitas yang diberikan kepada bekas 

(mantan) pecandu Narkotika setelah menjalani 

rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, agar 

mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat 

beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.  

5. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan 

atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik 

maupun psikis. 

6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang 

yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena 

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam 

untuk menggunakan Narkotika.  

7. Peningkatan Kemampuan adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam upaya memberikan penguatan, 

dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi 

medis dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan 

oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat 

agar terjaga keberlangsungannya. 

8. Penguatan adalah proses memberikan bantuan berupa 

pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM 

danprogram layanan lembaga rehabilitasi medis 

dan/atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakanoleh 

pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat. 

9. Dorongan adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk 

komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka 

memotivasi lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh 

pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.  

10. Fasilitasi adalah proses dalam memberikan kemudahan 

terhadap lembaga rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial yang dikelola pemerintah/pemerintah 
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